
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NoMoR .25 rnHUN 2o1e

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM PENGELOLAAN

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SUENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OLT tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati
tentang tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
toe2);
Undang-Undang Nomor L8 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5o5e);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AW Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Mengingat: 1.

2.

3.

4.

5.

6. Peraturan...



Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2Ot2 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejeni,s

sampah Rumalr, Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 1"88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a71;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indoneiia Tahun 2O1S Nomor 2A36, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 201b tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O1 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2oL6-2O21 (Lembararl Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2Ol7 Nomor 01);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2aL6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun zoto Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2A17 tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun
2AL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun zAfi Nomor O4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KARO TENTANG KEBIJAKAN DAN

STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SE"IENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo;

2. Bupati adalah BuPati Karo;

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan

hidup;
S. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seh-ari-

hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tiqia dan sampah spesifik;

6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga

yarlg berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan
khrsrr", fasilitas sosial, fasilitas llmum, dan/atau fasilitas lainnya;

7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;

6.

7.

8.

9.

8. Pemerintah...



8.

9.

10.

11.

pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan n"g"." n.prUtit Indonesia yang dibantu oleh

wakil Fresiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945'

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang ***i*pin pelaksanaan urusan pemerintahan

V""g menjadi kewenangan daerah otonom'

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sairpah Rgmah Tangga yaig selanjutnya disebut

Jakstranas adalah arah kebijakan dan sFategi dalam pengurangan dan

penangan.r, *u.*pah rumah iangga dan sgmpah sejenis sampah Rumah

t"ttggi tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan'

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

sampah Sejenis sairpah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut

Jakstrada adalah arah kebijakan aan siategi dalam pengurangan da1

penanganan Sampah ryumif' Tangga dan- Sampah Sejenis Sampah

Rumah r*rrgg. ;oAk;t daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang

terpadu dan berkelanjutan'

BAB II
ARAH JAKSTRADA

BagSan Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada kabuPaten memuat :

a. arah kebijakan pengurangan dan pen-anganan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan p-etanganan Sampah

Rumahrang"gadanSamp.t,s"s'''isSampahRumahTangga.
(2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dalam periode *Lkt tahun 2018 sampai dengan tahun 2A25'

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

RumahTanggadansampahSejenisSampahRumahTangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sinpah Rumah Tangga sebagaimana. dimaksud dalam
pasal 2 ayai (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurarlgan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah

Rumah Tangga; dan
b. penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah

Rumah Tangga.

(2) pengurangan sampah Rumah Tangga dan s.ampah sejenis Sampah Rumah

Tangga *.Uag*i*ana dimaksud p"I" ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan...



a.pembatasantimbulanSampahRumahTanggadanSampahSejenis
SamPah Rumah Tangga;

b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah

Rumah Tangga; dan/atau
c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

SamPah Rumah Tangga'

(3)PenanganansampahF,T*TanggadanSampahsejg.nisSampahRumah
Tangga sebagaimana dimak"rrJ p*?"" ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan;
b. pengumPulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir'

Bagian Ketiga

Strategi,Target,danProgramKabupateqd{?*PengurangandanPenanganan
Sampah n"*"tt Tarigga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan slmpah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud a*tt* Pasal 2 ayat (1) huruf b

meliputi:
a. penyusunan norma, standar, prosedul, .d"r, kriteria dalam pengurangan

Sampah Rumah Tangga dan Slmpah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah KabuPaten;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan

daerah J"ir* penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah

Tangga dan Sampatr Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya

manusia dalam upaya pengurangan sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

pembentukan sistem informasi;
penguatan ketedib atan masyarakat melalui komunikasi, informasi' dan

edukasi;

e.

f.

g. penerapan dan Pengembangan
pengurangan SamPah Rumah
Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia
produsen dalam Pengurangan
Sejenis SamPah Rumah Tangga.

Sampah
huruf b

meliputi:
a. Melaksan akan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalatn

penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah KabuPaten;

sistem insentif dan disinsentif dalam
Tangga dan SamPah Sejenis SamPah

usaha melalui peneraparl kewajiban
Sampah Rumah Tangga dan SamPah

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumatt t"*ggi sebagaim-ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1)

c. penguatan...



penguatan Penegakan hukum;
penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan

bem-erintah Pusat / Pemerintah Daerah;

penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

[;j;;tJ Sampah numan Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;

dan
penerapandanpengeqbang3nsisteminsentifdandisinsentifdalam
penanganan Sarit# Rumatr t""gga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal

dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran

y211g merupaka; ;;t# tiJak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 5

(1}TargetpengurangandanpenangananSampahRumahTanggadanSampah
Sejenis Sampah frumah Targgu.""ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b meliPuti:
a. pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah

Rumah fi"eg" ""b.** 3O7o (tiga fJt",ft persen) dari angka timbulan

sampah Rumah Tangga aan sampr.tt s".,*nis sampah Rumah Tangga

sebelum J;;t" f.eUijaf.an a"tt strategi nasional pengurangan Sampah

Rumah f""gg" dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun

2025; dan
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis P"fq*

Rumah t.rSS. *"t.*., 70% (tujufr putyfr persen) da1 lnSka timbulan

Sampah Rumah Tangga dan'Sampr"tt Stl"ttis Sampah Rumah Tangga

sebelum "J""v" 
rceti]Iun dan sfrategi nasional penanganall Sampah

Rumah t""g*l dan Sampah Sejenis Jampah Rumah Tangga di tahun

2A25.

(2) Target pengurangan dan penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis Sampah Rumah T;#" sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini.

penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan

kabupatendalampenyediaananggaranP.eryrngananSampahRumah
i""ei" dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;

peningkatankapasitaskepemimpi,,',,,kelembagaan,dansumberdaya
manusia dalam penanganan il;t;h Rumati Tangga dan sampah

Sejenis SamPah Rumah Tangga;

pembentukan sistem informasi;

penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi' dan

edukasi;
penerapan dan Pengembangan skema

pemeliharaan;

investasi, operasional, dan

c.

d.

e.

f.

ob'

h.
i.

J.

k.

5
II

BAB III...



Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka

panjang provinsi da, .e.rcana pemb*tigrr.r*tt jangka menengah Kabupaten'

(2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

bagi kabupaten dalam menJrusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten;

dan
(3) Jakstrada kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati'

{a) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

selain berpedoman kepada 'Jakstrana*- d*t, juga berpedoman kepada

BAB lII
PEI\IYELENGGARAAN JAKSTRADA

Jakstrada Provlnsr.
(5) Penlusllnan Jakstrada kabupaten sebagaimana
' ' harirs dilakukan dengan pendampingan oleh

lembaga pemerintah nonkementerian, danfatau
kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstrada KabuPaten

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, bupati bertugas:

a. men]rusull, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan

Jakstrada KabuPaten;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada

KabuPaten;
c. men5rusun dan melaporkan pelaksana?'n Jakstrada Kabupaten kepada

Gubernur paling sedikit 1 (saiu) kali dalam 1 (satu) tahun

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarafla, dan prasarana

pengelola"" 5ffipad Rumah i*ttgg. Ian Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga di tirrgr."t kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan'
Pasal 9

(1) pemantauan sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan

huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai - 
capaian

pengurangandanperranganansampahRumahTanggadanSampahSejenis
bampah Rumah Tangga di daerah

{2} Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikoordinasikan oleh

Bupati.
(3)Capaianpengurangansampah.Rumah..TanggadanSampahSejenis

Sampah Rumah Tangga ""t*g"i*"n* 
dimakJud pada ayat (1) diukur

dengan indikator:
a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah dejenis Samplh Rumah Tangga per kapita;

dimaksud Pada aYat (4)

Menteri, menterifkePala
gubernur sesuai dengan

b. besaran...



b. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis S"r"p"fi Rumali Tangga yana terdaur ulang di Sumber Sampah;

dan
c. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis S;p"fr Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber

Sampah.
(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah ranggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan

indikator:
a. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis Sampali Rumatr Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis

Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis Sr*p"f, Rumah Tangga yalg _diangkut ke pusat pengolahan

sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga

untuk menjadi baharrbaku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis S**prf n rma}- Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan sampah

Sejenis sl*p"f, Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber

energi; dan
f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir'

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
' ' 

d.isusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.

(6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dirnaksud pada ayat

(s) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf b dan huruf c.

{7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6} dikoordinasikan oleh

Gubernur melalui:
a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten'

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 1"0

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten -dap1t berasal dari

Arrgg*r., p""a"rj"t""?^" Belanja Daerah-dan sumber dana lainnya yang sah

sesliai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...



Pasal 11

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, -memelinphkan 
pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya aalam Berita Daerah Kabupaten Karo'

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

2A19

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal /t'tt' )uli 2At9

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal %3 ioli

KABUPATEN KARO,

N PURBA

eBRffffiBRAH KABUPATEN KARo TAHUN zare NoMoR 7'
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